IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 32
TAHUN 2008 TENTANG PEMBINAAN
GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KABUPATEN
LABUHANBATU

TUGAS AKHIR

Oleh:
ANDINI PUTRI DINANTI SIREGAR
2103100058

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi Kebijakan Publik

Unggul | cerdas | TerPercaya

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025



BERITA ACARA PENGESAHAN
);..;——a;”‘»“ sz’;g“ﬁ&‘;ﬁ——-:i

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : ANDINI PUTRI DINANTI SIREGAR
NPM : 2103100058
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Pada hari, tanggal  : Kamis, 17 April 2025

Waktu : Pukul 08.15 s/d Selesai

TIM PENGUJI
PENGUIJI I : Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH., M.SP
PENGUII II : Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., ML.Si

PENGUII 1Il : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP

PANITIA PENGUJI

Ketua Sekretaris

/V“ s

Assoc. Prof. Dr. ARTRIN SALEH,, M.SP Assoc. Prof, Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos.,M.I.Kom



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI
S \ 57 \ ]
»————233\ Qz"‘;')“)\,e&‘/z——'%
Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi

ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi,

oleh:

Nama Lengkap : ANDINI PUTRI DINANTI SIREGAR

NPM : 2103100058

Program Studi :  Ilmu Administrasi Publik

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 32

TAHUN 2008 TENTANG PEMBINAAN GELANDANGAN
DAN PENGEMIS DI KABUPATEN LABUHANBATU

Medan, 19 Maret 2025

IKA, S.Sos., M.SP

WIPN : 0122118801




PERNYATAAN
A

Dengan  ini saya, ANDINIL PUTRE DINANTIE SIREGAR, NPM

2103100058, menyatakan dengan sungguh-sungguh ;

1.

[

Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang
dilarang olch undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah orang lain
dengan sesuatu imbalan, ataw memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya
orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-
undang yang berlaku,
Bahwa skripsi ini adalah hasil karya tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain,
atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari orang lain.
Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pemah diajukan untuk
mcmperoléh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan
saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan
oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan
disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia

mengajukan banding menerima sanksi :

Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.

2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan

dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang saya terima.

Medan, 24 April 2025
Yang menyatakan,

v

5;'!-,-
) 6l:381AIX246560504

1
)
L)
\
b |
N

ANDINI PUTRI DINANTI SIREGAR

.
\
\
\
.
\




KATA PENGANTAR

3 :_/\,‘\}
S dol s

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat
dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul
"Implementasi Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pembinaan
Gelandangan dan Pengemis Di Kabupaten Labuhanbatu". Skripsi ini disusun
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Program Studi [lmu
Administrasi Publik Fakultas I[lmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara.

Kepada Ayahanda yang sangat penulis cintai dan yang penulis sayangi yaitu
Bapak Syahbuddin Siregar dan Ibunda Anna Rosanti Lubis yang selalu mendoakan,
mendukung serta memberikan segala yang terbaik untuk penulis.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak yang
telah memberikan dukungan, bimbingan, dan bantuan. Oleh karena itu, penulis
ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M. AP selaku Rektor Universitas

Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Arifin Saleh S.Sos.,M.SP selaku Dekan Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.



. Bapak Assoc. Prof. Dr. Abrar Adhani., M.I.LKom selaku Wakil Dekan I
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara.

Ibu Dr. Hj. Yurisna Tanjung, M.AP selaku Wakil Dekan III Fakultas Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos, M.SP selaku Ketua Program Studi [lmu
Administrasi Publik Fakultas [lmu Politik dan Ilmu Sosial Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara sekaligus dosen pembimbing penulis
yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan juga perbaikan -
perbaikan.

Bapak Dr. Jehan Ridho Izharyah, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris Program
Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Seluruh dosen dan staff-staft pengajar Fakultas [lmu Sosial dan [lmu Politik
yang telah memberikan pengetahuan sehingga penulis mampu
menyelesaikan skripsi ini.

Ibu Wilda Siregar, S.T selaku Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten
Labuhanbatu dan Ibu Sri Wardhani, S.E selaku Analis Rehabilitasi Masalah
Sosial Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu yang bersedia meluangkan
waktu dan memberikan informasi yang berkaitan dalam penelitian ini.

Para narasumber yang disertakan dalam penelitian ini yang telah banyak
membantu dalam memberikan informasi sehingga penulis dapat

menyelesaikan penelitian ini.



10. Kepada Abang Faisal Adriansyah Vanroy Siregar, S.Kom, Kakak Febry
Amanda Siregar, S.Pd, dan Adik Reyno Afriansyah Siregar tercinta dan
tersayang yang tiada hentinya memberikan dukungan mulai dari
perkuliahan sampai proses penyusunan skripsi.

11. Kepada sahabat penulis yang setia menemani dari masa sekolah hingga
perkuliahan yaitu Jum Amini yang selalu memberikan semangat dan
dukungan selama proses penyusunan skripsi ini.

12. Kepada sahabat perkuliahan penulis yaitu Putri Wilandy, Delvire Rischa
Landriva, dan Dhea Putri Syahilla yang selalu menemani, memberikan
semangat dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini.

13. Kepada teman-teman seperjuangan terkhusus Ilmu Administrasi Publik
stambuk 2021 yang telah membantu memberikan informasi dan semangat
serta bersama-sama berjuang untuk mendapatkan ilmu serta menyelesaikan
tugas akhir ini tepat waktu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.
Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif serta bermanfaat bagi

masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan.
Wassalamu' alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Medan, 19 Maret 2025
Penulis,

st

Andini Putri Dinanti Siregar



IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 32 TAHUN 2008
TENTANG PEMBINAAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI
KABUPATEN LABUHANBATU

ANDINI PUTRI DINANTI SIREGAR
NPM: 2103100058

ABSTRAK

Kebijakan pembinaan gelandangan dan pengemis merupakan salah satu
peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu yang dituangkan
dalam Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 yang memuat peraturan tentang
mencegah gelandangan dan pengemis melakukan kegiatan pengemisan di jalan atau
tempat umum lainnya. Hal tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas
hidup gelandangan dan pengemis di Kabupaten Labuhanbatu, sehingga tidak lagi
bergantung pada bantuan sosial atau sumbangan orang lain, serta dapat menjalin
hubungan yang lebih baik dan diterima oleh masyarakat. Namun, dalam
pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala seperti, keterbatasan APBD,
kurangnya sosialisasi, pembinaan yang belum optimal menyebabkan kembalinya
gelandangan dan pengemis ke jalan, keterbatasan program, serta kurangnya
evaluasi secara rutin dan pelatihan bagi unsur pelaksana. Adapun tujuan dari
penelitian ini yaitu untuk mengetahui Impementasi Peraturan Daerah Nomor 32
Tahun 2008 Tentang Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten
Labuhanbatu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif
dengan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang
mendeskripsikan keadaan objek yang diteliti pada saat ini berdasarkan informasi
dan fakta-fakta. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Impementasi
Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Gelandangan Dan
Pengemis Di Kabupaten Labuhanbatu sudah terimplementasi namun belum
optimal, dikarenakan beberapa kendala. Sejalan dengan itu, tindakan pemerintah
Kabupaten Labuhanbatu dalam mengimplementasikan peraturan pembinaan
gelandangan dan pengemis sudah mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku,
hanya saja Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu perlu meningkatkan sosialisasi,
pembinaan, pengadaan program sesuai peraturan, serta pelatihan dan evaluasi
secara rutin bagi unsur pelaksana dalam mengimplementasikan peraturan tersebut.

Kata Kunci: Implementasi, Pembinaan, Gelandangan, Pengemis
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BAB 1

PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah

Kabupaten Labuhanbatu merupakan salah satu Kabupaten yang berada di
Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Ibu kota Kabupaten ini terletak di Rantau
Prapat. Kota ini dilintasi oleh Jalan Raya Lintas Sumatera. Kabupaten Labuhanbatu
memiliki 9 kecamatan dan 27 kelurahan. Sembilan kecamatan tersebut meliputi
kecamatan Bilah Hulu, Bilah Hilir, Bilah Barat, Pangkatan, Panai Hulu, Panai Hilir,

Panai Tengah, Rantau Utara dan Rantau Selatan.

Kabupaten Labuhanbatu adalah salah satu daerah dengan jumlah penduduk
yang cukup banyak. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik
(BPS) Kabupaten Labuhanbatu menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk di
Kabupaten Labuhanbatu semakin meningkat dengan jumlah keseluruhan penduduk
di semua kecamatan dari 2020 sekitar 493.899 jiwa dan ditahun 2024 sekitar

520.600 jiwa.

Jumlah penduduk yang banyak tidak seimbang dengan keberadaan lapangan
pekerjaan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS)
Kabuapten Labuhanbatu, angka pengangguran di Kabupaten Labuhanbatu sebesar
5,99% yang menjadikan hal ini berujung pada kemiskinan dan dapat menyebabkan

terjadinya permasalahan sosial di masyarakat.

Kondisi sebagian masyarakat yang memiliki permasalahan kemiskinan tersebut

menyebabkan mereka tidak memiliki akses pendidikan, keterampilan dan tidak



memiliki pekerjaan tetap atau layak. Hal tersebut membuat mereka tidak memiliki
penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga sebagian
dari mereka mencoba segala upaya untuk tetap bertahan hidup salah satunya dengan
menjadi seorang gelandangan dan pengemis. Dengan alasan-alasan demikian
membuat mereka menjadikan jalanan sebagai tempat beraktivitas dan

menghasilkan uang.

Gelandangan dan pengemis merupakan masalah sosial yang berkaitan dengan
kebijakan publik dan menjadi sorotan masyarakat, menjadikan hal ini perlu
mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah pusat maupun daerah untuk
mengatasi permasalahan sosial tersebut. Fenomena gelandangan dan pengemis di
kabupaten dan kota-kota besar di Indonesia tampaknya telah menyebar sehingga
fenomena tersebut sudah menjadi bagian dari kehidupan di Indonesia. Maka dari
itu, jika faktor yang melatarbelakangi adanya gelandangan dan pengemis adalah
kemiskinan, pemerintah sudah seharusnya membuat kebijakan dengan tujuan

menyejahterakan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1980
Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. Kabupaten Labuhanbatu
merupakan salah satu daerah yang menerapkan aturan tersebut dengan
mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pembinaan
Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Labuhanbatu. Kebijakan tersebut

dijalankan oleh Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu.



Kebijakan ini dibuat untuk mencegah gelandangan dan pengemis melakukan
kegiatan pengemisan di jalan atau tempat umum lainnya. Melalui program
pembinaan diharapkan dapat mempengaruhi pola pikir gelandangan dan pengemis
untuk tidak lagi turun kejalan serta untuk mengatasi dampak sosial yang
ditimbulkan oleh keberadaan mereka di ruang publik, agar masalah gelandangan
dan pengemis yang jumlahnya semakin meningkat setiap tahunnya dapat dengan
perlahan berkurang. Selain itu, kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan
Kabupaten Labuhanbatu menjadi daerah dengan lingkungan yang aman, sejahtera,

bersih, dan berwibawa bagi masyarakat.

Sejak peraturan daerah diberlakukan, belum ada indikasi yang mampu
mengurangi jumlah gelandangan dan pengemis secara keseluruhan. Faktanya,
masih banyak gelandangan dan pengemis yang sudah dibina kembali turun ke jalan
sehingga peraturan yang dibuat hanya dianggap sebagai angin lalu oleh sebagian
orang dikarenakan sanksi untuk gelandangan dan pengemis tidak
diimplementasikan secara tegas dan jelas di pasal 7 peraturan daerah nomor 32
tahun 2008 tentang pembinaan gelandangan dan pengemis, juga kurangnya dalam
melakukan pembinaan dan sosialisasi oleh Dinas Sosial seperti yang sudah tertera
di Pasal 5 ayat 3 & 4 Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pembinaan
Gelandangan dan Pengemis yang menjadikan kebijakan ini tidak menyentuh akar
persoalan yang sebenarnya dari masalah gelandangan dan pengemis di Kabupaten

Labuhanbatu.

Gelandangan dan pengemis tersebut sering terdapat di wilayah pusat kota yaitu

Rantauprapat, seperti di jalan raya simpang empat, simpang enam, pinggiran jalan,



pusat perbelanjaan, pasar tradisional & modern, persimpangan lampu merah,
bahkan di pos polisi. Mereka memanfaatkan keramaian sebagai tempat meminta-
minta untuk menghasilkan uang untuk menarik simpati masyarakat. Seperti
yang dapat kita lihat banyak gelandangan dan pengemis, baik orang tua, dewasa,
remaja, anak-anak hingga anak bayi, bahkan ada yang mengemis bersama seluruh

keluarganya, dan hal ini dapat kita lihat saat sedang melakukan aktivitas diluar.

Ironisnya lagi, orang-orang yang sehat fisik dan jiwanya memilih untuk hidup
bergelandangan dan mengemis di jalanan, bukannya mencari pekerjaan yang lebih
baik. Namun, mungkin karena hilangnya semangat dan kurangnya motivasi, atau
karena ketergantungan pada kebiasaan bergelandang dan mengemis, mereka lebih
memilih untuk terus hidup di jalan. Padahal mereka seringkali masih memiliki

harapan untuk hidup lebih baik, namun tidak memiliki kemauan untuk berusaha.

Gelandangan dan pengemis di Kabupaten Labuhanbatu khususnya di pusat kota
yaitu Rantauprapat, semakin bertindak agresif dengan melakukan segala cara untuk
mendapatkan penghasilan dalam upaya bertahan hidup, mulai dari mengecat
tubuhnya menjadi silver, menjadi badut, berpura-pura cacat, dan ada juga yang
meminta-minta secara paksa. Selain itu, di rumah makan, warkop dan restoran,
gelandangan dan pegemis dengan lantang masuk meski dilarang oleh pekerja dan
pemilik tempat, namun mereka tetap saja bersikeras masuk sehingga para pekerja
kedepannya tidak lagi dapat melarang mereka dan menjadikan pelanggan merasa
sangat terganggu di saat menyantap makanan diwaktu mereka sedang beristirahat.
Gelandangan dan pengemis lebih banyak berada di Rantauprapat karena

Rantauprapat merupakan Ibu Kota dari Kabupaten Labuhanbatu.



Berikut populasi gelandangan dan pengemis di Kabupaten Labuhanbatu

menurut data yang diambil dari Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu:

Tabel 1.1 Jumlah Gelandangan dan Pengemis

Tahun Jumlah
2022 22 orang
2023 23 orang
2024 30 orang

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu

Berdasarkan table 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah gelandangan dan pengemis di
Kabupaten Labuhanbatu semakin meningkat setiap tahun. Pada tahun 2022
berjumlah 22 orang, pada tahun 2023 berjumlah 23 orang, dan pada tahun 2024
berjumlah 30 orang. Masih tingginya angka gelandangan dan pengemis
menunjukkan perlunya peningkatan kinerja oleh Dinas Sosial Kabupaten
Labuhanbatu dengan melakukan banyak sosialisasi serta pembinaan dan
pengarahan juga diharapkan dapat mengurangi jumlah gelandangan dan pengemis

yang terpaksa kembali ke jalanan setelah menjalani pembinaan.

Hal ini berlaku juga untuk Pemerintah Daerah selaku yang bertanggung jawab
dalam memberikan APBD yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program
pembinaan ini, agar Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu dapat melakukan
rehabilitasi dengen optimal, menyediakan tempat berupa rumah layak tinggal huni,
pemberdayaan sosial ekonomi, dan pemberian bantuan sosial dengan tujuan agar

gelandangan dan pengemis tidak kembali turun ke jalan. Hal ini dilakukan



mengingat seriusnya permasalahan tentang gelandangan dan pengemis. Dengan

begitu kebijakan pembinaan akan tepat sasaran, serta jumlah gelandangan dan

pengemis yang ada di Kabupaten Labuhanbatu akan semakin berkurang dan

kesulitan yang dialami mereka dapat teratasi.

Terkait dengan penelitian ini, yang menjadi rujukannya adalah penelitian

terdahulu untuk memudahkan dalam mengkaji tentang penelitian ini, yaitu:

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

No. | Nama Judul Tujuan Penelitian Persamaan
Peneliti Penelitian Penelitian
1. | Savana Penanganan Penelitian ini bertujuan Metode
Andang | Anak Jalanan, untuk mengetahui Kualitatif
Endarto | Gelandangan penanganan dan
(2016) Dan Pengemis menganalisis faktor-
Oleh Dinas faktor yang mengambat
Sosial Pemuda | penanganan anak
dan Olahraga jalanan,gelandangan dan
Kota Semarang | pengemis oleh Dinas
Sosial Pemuda dan
Olahraga Kota Semarang
2. | Putri Implementasi | Penelitian ini bertujuan Metode
Astari Program untuk mengetahui faktor Kualitatif
(2023) Pembinaan penghambat dan
Gelandangan mendeskripsikan
Dan Pengemis | implementasi program
(GePeng) Di pembinaan gelandangan
Dinas Sosial dan pengemis oleh Dinas
Kota Medan Sosial Medan

Maka dari itu, penulis merasa perlu meneliti mengenai gelandangan dan
pengemis yang berada di Kabupaten Labuhanbatu bertujuan untuk mencari tau
apakah Dinas Sosial Labuhanbatu melaksanakan pembinaan terhadap gelandangan

dan pengemis sesuai dengan isi dari Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008



Tentang Pembinaan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Labuhanbatu.
Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang di paparkan sebelumnya, penulis
menyusun penelitian ini dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor
32 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten

Labuhanbatu”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan
permasalahan dalam penelitian ini yaitu, bagimana Implementasi Peraturan Daerah
Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis Di

Kabupaten Labuhanbatu?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka
ditetapkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana
Impementasi Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pembinaan

Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Labuhanbatu.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian harus memiliki manfaat. Manfaat yang diharapkan

dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu
perkembangan [lmu Administrasi Publik khususnya dalam studi Kebijakan

Publik.



2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan menjadi

evaluasi bagi pemerintah dalam melaksanakan pembinaan bagi gelandangan

dan pengemis di Kabupaten Labuhanbatu. Serta diharapkan dapat

menambah wawasan bagi

peneliti dalam mengembangkan Ilmu

Administrasi Publik dan dapat menjadi referensi bagi peneliti yang akan

melanjutkan penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

BABI

BAB 11

BAB III

BAB IV

BAB YV

PENDAHULUAN

Pada bab ini yang akan diuraikan adalah latar
belakang masalah, perumusan masalah,
tujuan penelitian,manfaat penelitian dan
sistematika penulisan.

URAIAN TEORITIS
Pada bab ini yang akan diuraikan adalah
pengertian implementasi, pengertian

kebijakan publik,pengertian implementasi
kebijakan, pengertian penataan, pengertian
pedagang kaki lima, dan pengertian penataan
pedagang kaki lima.

METODE PENELITIAN
Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah
jenis penelitian, kerangka konsep, definisi
konsep, kategorisasi, narasumber, teknik
pengumpulan data, teknik analisis data,
lokasi dan waktu penelitian.

PEMBAHASAN
Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah
penyajian data dan analisis wawancara.

PENUTUP



Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran
yang diperoleh dari hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BABII
URAIAN TEORITIS
2.1 Kebijakan Publik

2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik Secara Etimologi

Menurut Alhasni et al. (2024, hal. 1) secara etimologis, kebijakan pada
mulanya berasal dari beberapa bahasa, yakni Yunani, Sansekerta, dan Latin.
Kata dasarnya (akar katanya) dari bahasa yunani ialah polis yang artinya negara-
kota dan pur yang artinya kota. Masuk dalam bahasa Latin berubah menjadi
politea yang artinya negara (state), atau kata polis yang berpasangan dengan
kata rumah tangga, atau kata public dengan term res publica, dan kata private

yang berpasangan dengan term res priva.

2.1.2 Pengertian Kebijakan Publik Menurut Para Ahli

Menurut Carl Friedrich (dalam Alhasni et al., 2024, hal. 2) bahwa kebijakan
sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau
pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-
hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk
menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau

merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertetu.

Menurut Dewi (2019, hal. 2) kebijakan publik merupakan suatu keputusan
yang dibuat oleh pemegang otoritas publik yang keberadaannya mengikat orang

banyak. Kebijakan publik harus dibuat oleh pemegang mandat yang telah

10
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diberikan oleh publik atau orang banyak karena memiliki perwakilan atas

banyak orang.

Dari defenisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan publik
merupakan keputusan untuk kehidupan bersama maupun publik untuk
kehidupan yang layak serta mengatur masalah bagi perseorangan maupun
kelompok yang pelaksanaannya memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan

yang telah ditetapkan.

2.1.3 Pembuatan dan Tahapan Kebijakan Publik

Menurut Dunn (dalam Alhasni et al., 2024, hal. 7) ada beberapa tahapan-

tahapan dalam proses pembuatan kebijakan, terdiri dari:

1. Penyusunan Agenda (Agenda Setting), di sini para pejabat yang dipilih
dan diangkat menempatkan masalah kebijakan pada agenda publik.

2. Formulasi Kebijakan (Policy Formulation), di sini para pembuat
kebijakan merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah.

3. Adopsi Kebijakan (Policy Adoption), di sini alternatif kebijakan dipilih dan
diadopsi dengan dukungan dari mayoritas dan/atau konsensus kelembagaan.

4. Implementasi Kebijakan (Policy Implementation), di sini kebijakan yang
telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administratif tertentu dengan
memobilisasikan dana dan sumberdaya yang ada serta melakukan proses

monitoring.
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5. Penilaian Kebijakan (Policy Assesment), di sini penilaian dilakukan untuk
melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan
masalah. Pada dasarnya kebijakan publik dibuat untuk meraih dampak yang

diinginkan dalam memperbaiki masalah yang dihadapi masyarakat.

Dalam membuat kebijakan publik hendaknya memperhatikan berbagai hal
yang berkaitan dengan kebijakan tersebut. Sebab berhasil atau tidaknya
kebijakan dipengaruhi banyak faktor. Salah satu faktor tersebut adalah
pelaksaannya atau implementasinya, karena dari implementasi kebijakan kita

akan mengetahui keberhasilan suatu kebijakan yang telah dibuat.

2.2 Implementasi Kebijakan

2.2.1 Pengertian Implementasi Secara Etimologi

Menurut Mazmanian & Sabatier (dalam Ummah et al., 2018, hal. 249)
Implementasi secara etimologis berasal dari bahasa Inggris yaitu implemention
yang berarti penerapan atau pelaksanaan. Implementasi merupakan penyediaan
sarana untuk melaksanakan sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk
menimbulkan dampak atau akibat baik berupa suatu keputusan, peraturan

ataupun sanksi.

2.2.2 Pengertian Implementasi Kebijakan Menurut Para Ahli

Menurut Pramono (2020, hal. 3) implementasi kebijakan tidak lebih tidak
kurang pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai

tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan
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langkah yaitu, langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau

melalui formulasi kebijakan derivat (turunan dari kebijakan publik) tersebut.

Menurut Erwan dan Ratih (dalam Yogia, 2020, hal. 250) implementasi
kebijakan bisa menjadi jembatan, karena melalui tahapan yang delevery
mechanism dimana ketika berbagai policy output yang dikonversi dari policy
input disampaikan kepada kelompok sasaran sebagai upaya nyata untuk

mencapai tujuan kebijakan.

Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan
merupkan rangkaian tindakan dan proses dalam merumuskan suatu kebijakan
untuk dapat membantu masalah publik yang kemudian disampaikan oleh
pemerintah kepada kelompok sasaran untuk mencapai tujuan kebijakan, yang
cara pengimplementasiannya bisa langsung dalam bentuk program ataupun

melalui turunan kebijakan tersebut.

2.2.3 Teori Implementasi Kebijakan

Menurut T.B. Smith (dalam Nurmayana, 2022, hal. 718) ada beberapa
faktor-faktor yang saling terkait dalam mempengaruhi keberhasilan

implementasi, terdiri dari:

1. Idealized policy (kebijakan yang diidealkan), yaitu perumus kebijakan
bertujuan untuk mendorong, mempengaruhi, dan merangsang target
groups (kelompok sasaran) untuk melaksanakan isi kebijakan yang
mempengaruhi keberhasilan kebijakan tentang pembinaan gelandangan dan

pengemis agar dapat tercapai dengan semestinya.
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2. Target groups (kelompok sasaran), yaitu bagian dari policy stakeholder’s
yang diharapkan dapat mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang
diharapkan oleh perumus kebijakan. Dikarenakan kelompok ini menjadi
sasaran dari implementasi kebijakan, diharapkan dapat menyesuaikan pola-
pola perilaku yang telah dirumuskan untuk mencapai isi dari kebijakan.

3. Implementing organization (organisasi pelaksana), yaitu badan pelaksana
yang bertanggungjawab dalam implementasi kebijakan untuk berupaya
membantu masyarakat dalam kehidupan sosial agar terhindar dari
kesusahan selaras dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dengan baik.

4. Environmental factors (faktor lingkungan), yaitu unsur-unsur eksternal yang
mempengaruhi implementasi, termasuk kondisi sosial, ekonomi, budaya,
dan politik. Faktor-faktor ini dapat memperkuat keberhasilan implementasi
kebijakan melalui dukungan dan partisipasi masyarakat dalam
pelaksananya, bisa juga menghambat proses implementasi kebijakan karena

masyarakat tidak memiliki kepercayaan dan puas terhadap suatu kebijakan.

Berdasarkan teori diatas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi
implementasi kebijakan, penulis akan menjadikan landasan teori T.B. Smith

sebagai indikator dalam penelitian ini.

2.3 Gelandangan dan Pengemis
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Berdasarkan peraturan daerah nomor 32 tahun 2008 tentang larangan
praktek tuna susila, gelandangan dan pengemis di Kabupaten Labuhanbatu,
menjelaskan bahwa gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam
keadaan tidak sesuai dengan kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat
serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah
tertentu dan hidup mengembara di tempat-tempat umum. Sedangkan pengemis
adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta
dengan memanipulasi keadaan fisik maupun mental untuk mengharapkan belas
kasthan dari orang lain baik yang dilakukan secara perorangan maupun

berkelompok/terorganisir.

2.3.1 Faktor Munculnya Gelandangan dan Pengemis

Banyak faktor yang melatarbelakangi munculnya gelandangan dan pengemis
di kehidupan masyarakat. Berdasarkan pengamatan peneliti, faktor-faktor

munculnya gepeng dapat disebabkan karena:

1. Faktor Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu masalah utama masalah sosial yang
berkaitan dengan kemampuan untuk memiliki sesuatu. Kemiskinan merupakan
standar hidup yang rendah, yaitu tidak adanya harta benda pada sebagian besar
orang atau kelompok dibandingkan dengan standar hidup yang umum dijalani
oleh masyarakat umum. Menurut Waleleng & Pratiknjo (2023, hal. 722)
kemiskinan dapat disebabkan oleh faktor internal seperti kesulitan dalam

mengakses pendidikan, pengetahuan dan keterampilan, serta keterampilan
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dalam pendidikan, maupun faktor eksternal seperti kurangnya pola
penaggulangan kemiskinan yang komprehensif. Kemiskinan memberikan
kontribusi yang signifikan terhadap munculnya gelandangan dan pengemis.
Kehidupan seseorang atau sekelompok orang ditandai dengan kemampuan
mereka untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain, oleh karena itu berbagai
kegiatan dapat dilakukan tanpa memperhatikan akibat dari aturan yang

ditetapkan.

2. Faktor Pendidikan

Menurut Setiawan (2020, hal. 366) para gelandangan pengemis yang
sebagian mayoritas hanya tamatan Sekolah Dasar bahkan tidak lulus Sekolah
Dasar menyebabkan mereka tidak memiliki keterampilan sehingga tidak dapat
diterima bekerja di manapun sehingga memilih alternatif lain sebagai
penghasilan utama dengan menjadi gelandangan dan pengemis, membuktikan
bahwa mereka yang memilih menjadi gelandangan dan pengemis merupakan
orang-orang yang pemalas dan tidak memiliki rasa malu, yang menjadikan

kegiatan tersebut merupakan hal yang paling mudah dijalani bagi mereka.

3. Faktor Sosial-Budaya

Menurut Anggriana & Dewi (2016, hal. 35) masalah sosial budaya yang
menghambat para gelandangan dan pengemis untuk maju dikarenakan tidak
ingin terikat oleh aturan dan norma serta didukung pula oleh lingkungan sekitar
yang menghambat perkembangan manusianya, serta pengaruh budaya dan

kebiasaan malas yang telah menjadi modal dalam menjalani kegiatan sehari-hari
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membuat gelandangan dan pengemis sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang
layak. Perilaku dan kebiasaan meminta-minta agar mendapatkan uang tanpa
berusaha terlebih dahulu cenderung membuat sebagian masyarakat memilih

menjadi gelandangan dan pengemis.

4. Faktor Keterbatasan Fisik dan Gangguan Mental

Menurut Waleleng & Pratiknjo (2023, hal. 722) adanya keterbatasan fisik
dan gangguan mental merupakan salah satu hal yang mendorong seseorang
untuk memilih menjadi gelandangan dan pengemis. Terbatasnya lapangan
pekerjaan bagi orang-orang penyandang cacat fisik membuat mereka pasrah
dengan bertahan hidup menjadi gelandangan dan pengemis sebagai satu-satunya
pekerjaan yang bisa dilakukan. Adanya gelandangan dan pengemis juga
disebabkan karena gangguan mental dan tidak lagi diperdulikan oleh keluarga

sehingga memilih menggelandang dan mengemis untuk bertahan hidup.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif
dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2015, hal. 7-13) metode kualitatif
merupakan prosedur pemecahan masalah yang mendeskripsikan keadaan objek
yang diteliti pada saat ini berdasarkan informasi dan fakta-fakta. Metode penelitian
ini digunakan untuk menggambarkan peran instansi pemerintah yaitu dinas sosial

dalam menangani gelandangan dan pengemis di Kabupaten Labuhanbatu.

Menurut Creswell (2016, hal. 456) metode penelitian kualitatif merupakan
penelitian untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap oleh
sejumlah indvidu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau
kemanusiaan. Selanjutnya, Creswell menjelaskan bahwa proses penelitian kualitatif
melibatkan upaya-upaya penting seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan
prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan
menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tena
umum, dan menafsirkan makna data.

3.2 Kerangka Konsep

Kerangka konsep dalam penelitian ini merupakan Gambaran pola pikir
mengenai implementasi peraturan derah nomor 32 tahun 2008 tentang
pembinaan gelandangan dan pengemis.

Gambar 3.1 Kerangka Konsep

Praktek Tuna Susila, Gelandangan dan Pengemis Di Kabupaten Labuhanbatu.

Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Larangan
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Implementasi Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 Tentang
Pembinaan Gelandangan dan Pengemis Di Kabupaten Labuhanbatu.

A

Terwujudnya tujuan dari Peraturan
Daerah  Kabupaten = Labuhanbatu
Nomor 32 Tahun 2008 dalam upaya
pembinaan gelandangan dan pengemis,
serta tercipta Kabupaten Labuhanbatu
menjadi daerah dengan lingkungan
yang aman, bersih, sejahtera, dan
berwibawa.

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 32
Tahun 2008 Tentang Pembinaan Gelandangan
dan Pengemis Di Kabupaten Labuhanbatu :

1. Adanya tindakan yang dilakukan oleh
perumus kebijakan dalam pelaksanaan
kebijakan.

2. Adanya peran lembaga sosial atau pihak-
pihak lain yang mempengaruhi keberhasilan

3.3 Defenisi Konsep

kebijakan.

3. Adanya unsur pelaksana yang
bertanggungjawab dalam melaksanakan
kebijakan.

4. Adanya dukungan dari lingkungan sekitar
dalam memperkuat keberhasilan kebijakan.

Konsep merupakan pemikiran dasar yang diperoleh dari fakta peristiwa dan

pengalaman melalui generalisasi dan berfikir abstrak. Konsep merupakan buah

pemikiran seseorang atas kelompok orang yang dinyatakan dalam definisi sehingga

melahirkan produk pengetahuan meliputi prinsip, hukum dan teori konsep

diperoleh dari fakta, peristiwa, pengalaman, melalui generalisasi dan berfikir

abstrak, kegunaan konsep untuk menjelaskan dan meramalkan.
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Untuk lebih jelas dalam menyederhanakan pemikiran atas permasalahan yang

sedang di teliti, maka dalam penelitian ini digunakan konsep-konsep, antara lain:

a. Implementasi kebijakan adalah apa yang terjadi setelah ditetapkannya
Undang-Undang melalui keputusan yang dibuat dimana implementasi
kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana aktor, organisasi, dan
prosedur bekerja sama untuk menjalankan kebijakan.

b. Kebijakan publik merupakan salah satu komponen negara yang tidak boleh
diabaikan karena mengarah pada tujuan tertentu dan mencakup banyak hal
yang tentunya mempengaruhi sebagian besar masyarakat.

Cc. Pembinaan merupakan proses atau upaya yang bertujuan untuk
menciptakan ketertiban dan kenyamanan bagi masyarakat, oleh sebab itu
dilakukanlah hal-hal yang bersifat pencegahan, pengurangan dan
pengawasan terhadap kelompok sasaran.

d. Gelandangan dan pengemis merupakan orang-orang yang hidup dalam
keadaan tidak sesuai dengan masyarakat setempat serta tidak mempunyai
tempat tinggal dan pekerjaan yang akhirnya memilih untuk hidup dijalanan
dengan cara meminta-minta untuk mengharapkan belas kasihan dari orang

lain.
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3.4 Kategorisasi Penelitian

Menurut Khairiah & Sofiyanti (2023, hal. 430) kategorisasi menunjukkan
bagaimana cara mengukur implementasi kebijakan publik sehingga diketahui
dengan jelas apa yang menjadi kategoriasi penelitian pendukung dan merupakan
konsep kegiatan administratif yang dilakukan oleh kebijakan yang ditetapkan dan
disetujui.

Kategorisasi dalam penelitian menurut T.B Smith berdasarkan 4 faktor yang

mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah:

1. Adanya tindakan yang dilakukan oleh perumus kebijakan dalam
pelaksanaan kebijakan.

2. Adanya peran lembaga sosial atau pihak-pihak lain yang mempengaruhi
keberhasilan kebijakan.

3. Adanya unsur pelaksana yang bertanggungjawab dalam melaksanakan
kebijakan.

4. Adanya dukungan dari lingkungan sekitar dalam memeperkuat keberhasilan

kebijakan.

3.5 Narasumber

Menurut Rizky & Mahardika (2023, hal. 1282) narasumber diambil dari variasi
yang berkembang dalam objek kajian, bukan saja untuk menangkap masalah

mendasar, melainkan menangkap variasi-variasi besar yang berkembang. Selain itu
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diperkuat dengan mengambil narasumber utama, kemudian ditambahkan dan

diluaskan menurut informasi narasumber sebelumnya.

Narasumber dalam penelitian ini adalah para pihak yang terlibat secara
langsung dan benar-benar memahami serta menguasai dan menjalankan kebijakan
yang menjadi fokus penelitian yaitu Implementasi Peraturan Daerah Nomor 32
Tahun 2008 Tentang Pembinaan Gelandangan dan Pengemis Di Kabupaten
Labuhanbatu, yaitu Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu yang
bertanggungjawab dalam program pembinaan gelandangan dan pengemis serta
Analis Rehabilitasi Masalah Sosial yang bertanggungjawab dalam pemberian
rehabilitasi, perujukan ke panti sosial, dan juga pembinaan. Adapun informan
tambahan dalam penelitian ini yaitu Gelandangan dan Pengemis yang berjumlah

tiga orang.

Narasumber kunci dalam penelitian yang disesuaikan dengan fokus dan tujuan

penelitian, yaitu:

1. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu

Nama : Wilda Siregar, S.T
Jabatan : Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu
Umur : 50 Tahun

Tanggal Wawancara : 20 Februari 2025
2. Analis Rehabilitasi Masalah Sosial
Nama : Sri Wardhani, S.E

Jabatan : Analis Rehabilitasi Masalah Sosial
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Umur : 52 Tahun
Tanggal Wawancara : 20 Februari 2025

3. Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Labuhanbatu

Nama : Siti Ramadani
Jabatan : Gelandangan
Umur : 48 Tahun

Tanggal Wawancara : 7 Maret 2025

4. Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Labuhanbatu

Nama : Siti Hawa
Jabatan : Gelandangan
Umur : 105 Tahun

Tanggal Wawancara : 7 Maret 2025

5. Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Labuhanbatu

Nama : Ucok
Jabatan : Pengemis
Umur : 32 Tahun

Tanggal Wawancara : 7 Maret 2025

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2015, hal. 137) data dibagi menjadi dua, yaitu data primer
dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data
kepada pengumpul data, dan data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat
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dokumen. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data,
maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan)
interview (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan

keempatnya.

a. Data Primer

Menurut Sugiyono (2015, hal. 137) data primer adalah sumber data yang
langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer dalam
penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung dengan
beberapa narasumber yang benar-benar berkompeten dan bersedia memberikan
data serta informasi yang dibutuhkan pada penelitian, salah satunya adalah

kepala bagian dari instansi terkait.

Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan pengumpulan data untuk

kemudian diteliti, data-data tersebut dikumpulkan menggunakan dua cara yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar
informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna
dalam suatu topik tertentu. Menurut Ida & Nalil (2021, hal. 5905) wawancara
digunakan sebagai teknik pengumpulan data deskriptif apabila peneliti ingin
melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus
diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden

yang lebih mendalam.

2. Observasi
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Menurut Nusanto (2017, hal. 347) observasi merupakan fakta yang
dihasilkan melalui pengamatan yang digunakan sebagai sumber data penelitian,
maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui

pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.

b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2015, hal. 137) data sekunder adalah sumber yang tidak
langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain
atau lewat dokumen. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari
hasil telaah kajian pustaka, literatur, buku, dokumen dan penelitian terdahulu
terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti dan sebagai objek pendukung
diperoleh melalui dokumen dan laporan yang bersumber dari instansi terkait.

Data ini digunakan untuk mendukung data primer.

3.7 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data merupakan proses mencari dan
menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Analisis data dilakukan dengan mengelompokkan data, menjabarkan, menyusun,
serta memilih mana yang penting dan akan dipelajari, lalu membuat kesimpulan
sehingga dapat dengan mudah dipahami dan dapat diinformasikan kepada orang

lain.

Menurut Sugiyono (2015, hal. 246) analisis data dalam penelitian kualitatif,

dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai
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pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah
melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang
diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan

melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap

kredibel.

Teknik analisis data yang digunakan oleh penelitian ini menggunakan model

deskriptif kualitatif, meliputi langkah-langkah:

Gambar 3.2 Komponen Dalam Analisis Data

Pengumpulan
Data

Penyajian
Data

Penarikan
Kesimpulan

Reduksi
Data

Sumber: (Sugiyono, 2015)

1. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2015, hal. 247) mereduksi data berarti merangkum,
memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari
tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti
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untuk  melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila
diperlukan. Pada reduksi data ini, peneliti mencoba untuk memilih data yang

diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber terkait penelitian.

2. Penyajian Data

Menurut Sugiyono (2015, hal. 249) dalam penelitian kualitatif penyajian
data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, phie chard, pictogram dan
sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan,
tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah difahami.
Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang
terjadi. Dalam penelitian ini, penyajian data didapat dari hasil wawancara
dengan kepala bagian yang dilakukan di instansi terkait sebagai narasumber

penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan

Menurut Sugiyono (2015, hal. 252) penarikan kesimpulan yang diambil
dalam analisis data kualitatif bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak
ada bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya.
Namun, jika kesimpulan tersebut didukung oleh bukti yang valid dan konsisten
saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan
tersebut dapat dianggap kredibel. Oleh karena itu, kesimpulan dalam penelitian
kualitatif mungkin dapat menjawab pertanyaan yang diajukan sejak awal, tetapi

juga mungkin tidak, karena masalah dan pertanyaan dalam penelitian kualitatif
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bersifat sementara dan dapat berkembang seiring dengan berlangsungnya

penelitian di lapangan.

3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu dan lokasi penelitian dilakukan pada bulan November-Maret
2025 yang bertempat di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu J1. Gelugur,
Sirandorung. Dan dilakukan di simpang VI Jl. Jendral Sudirman serta simpang
lampu merah JI. S.M. Raja, Rantau Utara, Sumatera Utara 21411, Indonesia,

Rantauprapat.

3.9 Deskripsi Lokasi Penelitian

3.9.1 Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu

Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu merupakan unsur pelaksana
pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam bidang pemberdayaan sosial,
rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, dan penanganan fakir miskin.
Kantor Dinas Sosial ini bertugas untuk membantu dalam melaksanakan sebagian
urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembatuan di

bidang sosial.
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Gambar 3.3 Kantor Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu

3.9.2 Visi Dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu

a. Visi

Menurut Feyza Yudhistira et al. (2023, hal. 180) visi adalah gambaran
masa depan yang diinginkan atau tujuan jangka panjang yang harus dicapai
sebuah organisasi. Maka dari itu, Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu

menetapkan visi, yaitu:

“Terwujudnya masyarakat sejahtera bebas dari permasalahan

kesejahteraan sosial di Kabupaten Labuhanbatu”

Visi ini bermakna bahwa Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu
menginginkan masyarakat Kabupaten Labuhanbatu sejahtera dan bebas dari
permasalahaan sosial yang dapat menggangu masyarakat, seperti maslaah

kemiskinan, pengangguran, kejahatan, dan lain-lain.

b. Misi
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Menurut Feyza Yudhistira et al. (2023, hal. 181) misi adalah pernyataan
yang menggambarkan tujuan organisasi, nilai inti, prinsip, dan pendekatan
organisasi. Misi menggambarkan bagaimana organisasi akan mencapai

visinya dan memberikan bimbingan operasional dan kegiatan sehari-hari.

Maka dari itu, Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu menetapkan misi,

yaitu:

1. Mewujudkan perlindungan dan jaminan sosial bagi Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);

2. Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan terhadap
pemberdayaan, pembinaan, dan peningkatan rehabilitas sosial bagi
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);

3. Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan partisipasi
sosial dan masyarakat, dimana peran aktif dari masyarakat dalam
penanganan masalah kesejahteraan sosial secara komprehensif;

4. Meningkatkan pelayanan sosial dan melestarikan nilai-nilai

kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

3.9.3 Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu

Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu merupakan unsur pelaksana
pemerintah Kabupaten Labuhanbatu yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan
mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang sosial
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembatuan di bidang sosial, seperti yang

diuraikan berikut ini:
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. Melaksanakan tugas dalam urusan umum, kepegawaian, keuangan dan
mengoordinasikan program kegiatan serta pelayanan teknis administrasi
kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas.

. Melaksanakan tugas dalam bidang pengelolaan keuangan meliputi
pembukuan, perhitungan anggaran, rencana kerja, dan verifikasi serta
perbendaharaan di Lingkungan Dinas.

. Melaksanakan tugas dalam hal pemberdayaan sosial dalam pengkajian
bahan kebijakan teknis, program dan fasilitasi pemberdayaan
perseorangan dan keluarga, pemberdayaan kelembagaan sosial
masyarakat, keperintisan, kepahlawanan sosial dan kesetiakawanan
sosial serta menyusun program kerja cakupan daerah Kabupaten
Labuhanbatu.

Melaksanakan tugas dalam hal mengoordinasikan dan mengendalikan
tugas-tugas rehabilitasi sosial yang meliputi kesejahteraan sosial,
rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan lanjut usia, rehabilitasi
tuna sosial, dan korban perdagangan serta Menyusun program kerja
cakupan daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Melaksanakan tugas dalam hal mempersiapkan teknis pemberian
santunan kepada anak-anak korban sosial dan lanjut usia.
Melaksanakan tugas dalam hal melakukan program kegiatan Bidang
Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam wupaya pembinaan,
pengendalian usaha kesejahteraan sosial di bidang perlindungan sosial

dan jaminan sosial.
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7. Melaksanakan tugas dalam hal mengoordinasikan dan melaksanakan
kebijakan umum di bidang penanganan fakir miskin, pengelolaan data
fakir miskin cakupan daerah Kabupaten, pendampingan dan

pemberdayaan, serta bantuan stimulan dan penataan lingkungan.

Adapun fungsi masing-masing bidang yang berada di bawah organisasi
Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu yang terdiri dari Sekretariat, Bidang
Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan
Jaminan Sosial, dan Bidang Penanganan Fakir Miskin.
1. Sekretariat
Sekretariat dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Sosial Kabupaten

Labuhanbatu menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. Mengoordinasikan perumusan rencana dan program Kkerja di
lingkungan Dinas.

b. Menyelenggarakan dan melakukan pelayanan tata usaha dan rumah
tangga Dinas.

c. Melaksanakan rencana anggaran belanja Dinas.

d. Menyelenggarakan urusan keuangan Dinas.

e. Mempersiapkan naskah rancangan Peraturan dan Kebijakan dalam
pelaksanaan yang berhubungan dengan tugas pokok Dinas.

f. Mengelola pelaksanaan administrasi kepegawaian, umum, surat
menyurat, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan pegelolaan

data statistik.
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g. Memimpin dan mengoordinasikan kegiatan di Sekretariat Dinas.
h. Mengoordinasikan administrasi kegiatan Bidang pada Dinas.

I. Menghimpun dan mengoordinasikan penyusunan program.

J.  Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

2. Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial dalam melaksanakan tugas pokok Dinas
Sosial Kabupaten Labuhanbatu menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
Melaksanakan penyusunan program kerja Bidang Pemberdayaan Sosial.
Melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis Bidang
Pemberdayaan Sosial.

Melaksanakan pengkajian bahan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian
pemberdayaan pelembagaan sosial masyarakat.

Melaksanakan pembinaan, bimbingan, pemberdayaan sosial dan
pengendalian usaha-usaha kesejahteraan sosial di bidang pemberdayaan
keluarga, pemberdayaan kelembagaan, dan kepahlawanan, keperintisan dan
kesetiakawanan sosial.

Memberikan petunjuk teknis dan pembinaan terhadap masyarakat dalam
kegiatan usaha kesejahteraan sosial.

Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

3. Bidang Rehabilitasi Sosial
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Bidang Rehabilitasi Sosial dalam melaksanakan tugas pokok Dinas
Sosial Kabupaten Labuhanbatu menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
Menyusunan rencana dan program kerja Bidang Rehabilitasi Sosial.

. Mengoordinakan perencanaan teknis di Bidang Rehabilitasi Sosial.
Merumuskan sasaran pelaksanaan tugas di Bidang Rehabilitasi Sosial.

. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di Bidang Rehabilitasi Sosial
Pelaporan pelaksanaan tugas Rehabitasi Sosial.

Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
Pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit
kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di Bidang Rehabilitasi Aosial.
Melaksanakan bimbingan teknis dan pengendalian terhadap pencegahan
timbulnya masalah sosial.

Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan

Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

4. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam melaksanakan tugas
pokok Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu menyelenggarakan fungsi
sebagai berikut:

Menyusun rencana dan program kerja Bidang Perlindungan dan Jaminan

Sosial.
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. Penyiapan perumusan kebijakan teknis program dan kegiatan di Bidang
Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan.

. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan lintas sektoral agar
terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung dalam upaya
pembinaan, bantuan dan pengendalian usaha kesejahteraan sosial di Bidang
Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Melaksanakan bimbingan teknis dan pengendalian terhadap pencegahan
timbulnya masalah sosial.

Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

5. Bidang Penanganan Fakir Miskin

Bidang Penanganan Fakir Miskin dalam melaksanakan tugas pokok
Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu menyelenggarakan fungsi sebagai

berikut:

Perumusan kebijakan umum Bidang Penanganan Fakir Miskin sebagai
upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan dalam
bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan,
serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap fakir miskin.

. Melakukan penyusunan rencana kerja Bidang Penganan Fakir Miskin.
Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di Bidang Penanganan

Fakir Miskin.
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Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan
umum di Bidang Penanganan Fakir Miskin.

Melakukan pengelolaan data fakir miskin cakupan
daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Melakukan pendampingan dan pemberdayaan, bantuan stimulan dan
penataaan lingkungan.

Penyelenggaraan penyaluran bantuan kepada fakir miskin secara
komprehensif dan terkoordinasi.

Melaksanakan pengembangan, pemeliharaan dan penataan lingkungan fakir
miskin agar memperoleh mutulingkungan hidup yang sehat.

Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan, strategi,
serta program dalam penanganan fakir miskin.

Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu

Setiap organisasi harus memiliki struktur organisasi yang baik dan

ditempatkan sesuai dengan kondisi yang berlaku untuk organisasi. Menurut Supardi

dan Syaiful Anwar (dalam Muljawan, 2019, hal. 69) stuktur organisasi adalah

sebagai suatu kerangka yang mewujudkan pola tetap dari hubungan-hubungan

diantara bidang-bidang kerja, maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan,

wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam suatu sistem kerjasama. Hal
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ini merupakan pertimbangan dalam menekankan pentingnya perencanaan untuk
menentukan kekuasaan, tanggung jawab, dan spesialisasi masing-masing anggota
organisasi. Dengan demikian, struktur organisasi secara formal mengatur

pembagian, pengelompokan, dan koordinasi tugas.

Begitu pula halnya di Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu yang memiliki
struktur organisasi dalam meningkatkan efektivitas kinerja dinas. Dari struktur
organisasi ini dapat dilihat dengan jelas pembagian wewenang, tanggung jawab,
dan spesialisasi masing-masing anggota organisasi sehingga masing-masing bidang
dapat terkoordinasi. Hal ini menjadikan bahwa struktur organisasi berpengaruh
penting dalam meningkatkan efektivitas kinerja dinas sehingga dapat mencapai

tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu sebagai

berikut:
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Gambar 3.4 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten

SEKRETARIAT
SUB BAGIAN LIMLUM 5UB BAGIAN SUB BAGLAN
DAN KEPEGAWAIAN | | PROGRAM | | KELMAMNGAN

BIDAMG PEMBERDAYAAMN SOSIAL

BIDAMG REHABILITASI SOSIAL

I [
SEKS PEMBERDAYAAN SEKSI KESEMAHTERAAN ANAK DAN
PERSEORANGAN DAN KELUARGA LANJUT LISIA

SEKS PEMBERDAYAAN
KELEMBAGAAN MASYARAKAT

SEKS| REHABILITAS S0G1IAL
PENYAMDAMNG DISABILITAS

SEKSI KEPAHLANWANAN,
KEPERINTISAN DAN

KESETIAKAWANAN SOSIAL

SEKSI REHABILITASI SOSIAL TUMA
SO5IAL DAN KORBAMN
PERDAGANGAN ORANG

EIDANG FERLINDUNGAN DAN

BIDAMNG PENANGANAN

JAMINAN SCSIAL FAKIR MISKIMN
I 1
SEKSI FERLINDUNGAN 5051AL SERS IDENTIFIRASI DAMN
KORBAMN BENCAMA ALAM PENGUATAN KAPASITAS

SEKS| PERUNDUNGAN KORBAMN
BEMCAMNA SOSIAL

SEKS| PENDAMPINGAN
DAN PEMBERDAYAAN

SEKSI JAMINAN SOSIAL

SEKSI BANTUAN STIMULAM
DAN PENATAAN
LINGELUMNGAMN

UPT

Sumber: dinsos.labuhanbatukab.go.id



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Penyajian Data

Dalam bab ini akan membahas dan menyajikan data yang diperoleh dari
hasil penelitian di lapangan yang berlangsung di Dinas Sosial Kabupaten
Labuhanbatu. Data yang diperoleh adalah hasil wawancara dengan narasumber
sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas terkait “Implementasi
Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pembinaan

Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Labuhanbatu”.

Selain menggunakan data primer, data sekunder juga sangat membantu
dalam mendukung perolehan data dari hasil wawancara. Peneliti melakukan
wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengetahui bagaimana Dinas
Sosial Kabupaten Labuhanbatu dalam melaksanakan pembinaan gelandangan
dan pengemis di Kabupaten Labuhanbatu dengan narasumber yaitu: 1
Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu, 1 Analis Rehabilitasi Masalah

Sosial, serta 2 Gelandangan dan 1 Pengemis di Kabupaten Labuhanbatu.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama para

narasumber, maka diperoleh data dari jawaban narasumber sebagai berikut:

39
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4.1.2 Adanya Tindakan Yang Dilakukan Oleh Perumus Kebijakan

Dalam Melaksanakan Kebijakan

Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan tentang pembinaan
gelandangan dan pengemis pada dasarnya harus memiliki tindakan dalam

melaksanakan kebijakan untuk mendapatkan hasil yang baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Wilda Siregar, S.T selaku

Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu, beliau mengatakan bahwa:

“Dinas Sosial tidak dapat melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor
32 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten
Labuhanbatu karena keterbatasan APBD. Dalam melakukan sosialisasi, Dinas
Sosial melibatkan Satpol PP sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
dalam menangani dan menertibkan gelandangan dan pengemis di Kabupaten
Labuhanbatu. Selain Satpol PP, Dinas Sosial memastikan bahwa kebijakan
tersebut dapat memenuhi kebutuhan gelandangan dan pengemis dengan
melibatkan Polisi, Kesbangpol dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
lainnya seperti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pihak Kelurahan, dan

Pihak Kecamatan, yang membuat kebijakan terlaksana dengan baik.”

Selanjutnya, beliau menambahkan bahwa:

“Tindakan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dengan melibatkan pihak-
pihak lainnya adalah upaya memastikan kebijakan ini dapat diimplementasikan
dengan efektif di lapangan. Dengan keterbatasan APBD, Dinas Sosial tetap

memastikan pelaksanaan program pembinaan terlaksana dengan baik. Namun,
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Dinas Sosial harus berhemat dalam mengalokasikan sumber daya sehingga
beberapa program dan kegiatan pembinaan diadakan secara terbatas. Tetapi,
beberapa program seperti rehabilitasi dan perujukan ke panti sosial tetap
dijalankan, karena hal tersebut dapat mengurangi jumlah gelandangan dan
pengemis secara berkala. Selain itu, dalam memastikan langkah yang diambil
untuk keberlanjutan kebijakan program pembinaan, Dinas Sosial melakukan
evaluasi terhadap pelaksana kebijakan untuk memastikan bahwa kebijakan ini

berjalan sesuai dengan isi kebijakan.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sri Wardhani, S.E selaku Analis
Rehabilitasi Masalah Sosial pada hari Kamis, 20 Februari 2025 beliau

mengatakan bahwa:

“Dinas Sosial tidak melakukan sosialisasi karena keterbatasan APBD,
maka dari itu Dinas Sosial melibatkan Satpol PP dalam melakukan sosialisasi
Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 kepada masyarakat termasuk
gelandangan dan pengemis. Selain itu, dalam memastikan kebijakan tersebut
memenuhi kebutuhan gelandangan dan pengemis, Dinas Sosial juga melibatkan
beberapa instansi lainnya seperti Kesbangpol dan Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan dapat

diimplementasikan dengan efektif di lapangan.”

“Namun, karena keterbatasan APBD, Dinas Sosial tidak dapat
menyediakan rumah tinggal layak huni bagi gelandangan dan pengemis yang

telah dibina dan diberikan pengarahan, hal ini memberikan dampak bahwa
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gelandangan dan pengemis akan kembali turun kejalan setelah dibina dan
diberikan pengarahan. Tetapi, Dinas Sosial memberikan perujukan ke panti
sosial bagi yang tidak memiliki keluarga, selebihnya bagi yang memiliki
keluarga atau berasal dari luar daerah akan dipulangkan sesuai dengan isi
kebijakan. Bagi gelandangan dan pengemis yang berumur 19 tahun ke bawah

’

di rujuk ke panti asuhan dan bagi lansia akan dirujuk ke panti jompo.’

Sesuai dengan yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan Ibu Siti
Hawa selaku gelandangan pada hari Jum’at, 7 Maret 2025 beliau mengatakan

bahwa:

“Setelah di razia dia akan diberikan bantuan sosial dan juga perujukan ke
panti jompo. Faktanya, hal tersebut belum dilaksanakan dengan baik oleh

Dinas Sosial padahal Ibu Siti Hawa sudah berulang kali di razia.”

Dalam wawancara bersama Bapak Ucok selaku pengemis pada hari Jum’at,

7 Maret 2025 beliau mengatakan bahwa:

“Dinas Sosial hanya melakukan razia dan memberikan pengarahan tanpa
memberikan pembinaan dan pelatihan keterampilan untuk mendapatkan
pekerjaan seperti yang sudah dijanjikan kepada gelandangan dan pengemis,

nyatanya Dinas Sosial tidak memberikan kewajiban tersebut.

Hal yang sama dialami oleh Ibu Siti Ramadani selaku gelandangan.
Berdasarkan hasil wawancara pada hari Jum’at 7 Maret 2025 beliau mengatakan

bahwa:
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“Setelah di razia dia hanya melakukan beberapa wawancara dan diberikan

pengarahan lalu dipulangkan kembali.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, dapat
disimpulkan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan dalam melaksanakan
kebijakan pembinaan gelandangan dan pengemis sudah berjalan, tetapi belum
maksimal. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya sosialisasi yang dilakukan secara
berkala kepada masyarakat serta gelandangan dan pengemis, meskipun Dinas
Sosial telah melibatkan berbagai pihak seperti Satpol PP, Polisi, Kesbangpol,
dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya dalam pelaksanaan pembinaan
gelandangan dan pengemis, keterbatasan APBD yang menyebabkan kurangnya
fasilitas, pembinaan yang belum maksimal, program yang diadakan secara
terbatas, dan masih adanya gelandangan dan pengemis yang kembali ke jalan
setelah dibina, menyebabkan kebijakan belum berjalan dengan maksimal.
Namun, Dinas Sosial dalam melaksanakan kebijakan tetap berupaya dengan
mengadakan program rehabilitasi sosial dan perujukan ke panti sosial, serta
mengadakan evaluasi terhadap pelaksana kebijakan. Maka dari itu, diharapkan
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dapat memfasilitasi dan memberikan
APBD yang sesuai dengan pengadaan program pembinaan untuk mengatasi

masalah gelandangan dan pengemis secara efektif.
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4.1.3 Adanya Peran Lembaga Sosial Ataupun Pihak-Pihak Lain Yang

Mempengaruhi Keberhasilan Kebijakan

Dalam mengimplementasikan kebijakan pada dasarnya memerlukan peran
lembaga sosial dan pihak-pihak lainnya yang mempengaruhi keberhasilan

kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Wilda Siregar, S.T selaku
Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu pada hari Kamis, 20 Februari

2025. Beliau mengatakan bahwa:

“Perlunya kerja sama antara instansi pemerintah untuk mempengaruhi
keberhasilan kebijakan. Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu melibatkan
Satpol PP, Polisi, Kesbangpol, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengimplementasikan kebijakan,
dimana Polisi dan Satpol PP melakukan razia rutin kepada gelandangan dan
pengemis lalu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Kesbangpol
melakukan pembinaan untuk melatih keterampilan gelandangan dan pengemis
yvang masih berusia 25-40 tahun dan sehat fisik agar bisa mendapatkan
pekerjaan, sedangkan OPD lainnya membantu dalam melaporkan gelandangan
dan pengemis yang masih berkeliaran dan meresahkan di jalanan. Sejauh ini
kerja sama antara instansi pemerintah dan OPD lainnya berjalan dengan baik
tanpa kendala. Selain itu, lembaga-lembaga sosial seperti panti asuhan dan
panti jompo turut berperan dalam pelaksanaan kebijakan dengan memberikan

’

layanan pengasuhan, memberikan makanan, dan pemeriksaan kesehatan.’
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Hasil wawancara selanjutnya dengan Ibu Sri Wardhani, S.E mengatakan

bahwa:

“Dalam mengimplementasikan kebijakan, Dinas Sosial berkerja sama
dengan berbagai instansi pemerintah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
terkait, seperti Satpol PP, Polisi, Kesbangpol, dan Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi, tanpa adanya kendala. Kerja sama ini bertujuan untuk
memastikan bahwa kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif dan
efisien. Namun, pelaksanaan kebijakan pembinaan saat ini masih terbatas pada
keterlibatan instansi pemerintah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
terkait, tanpa partisipasi aktif dari masyarakat dikarenakan keterbatasan

APBD.”

“Selain itu, adanya peran dari lembaga-lembaga lainnya seperti panti
sosial yang turut membantu dalam memperkuat keberhasilan kebijakan, dengan
memberikan layanan pengasuhan, sandang dan pangan, serta pemeriksaan

’

kesehatan secara berkala.’

Dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber dapat disimpulkan
bahwa selain melibatkan instansi dan OPD terkait seperti, Satpol PP, Polisi,
Kesbangpol dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Adanya peran dari
lembaga-lembaga sosial seperti panti sosial dapat memperkuat keberhasilan
kebijakan. Dalam rangka meningkatkan keberhasilan kebijakan, perlu adanya
upaya untuk melibatkan masyarakat dan kerja sama antara instansi pemerintah,

lembaga sosial, dan OPD terkait, sehingga dapat mengatasi masalah
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gelandangan dan pengemis. Keterlibatan instansi pemerintah, lembaga sosial,
dan OPD terkait dapat mempengaruhi keberhasilan kebijakan yang membantu

proses pengambilan keputusan untuk mewujudkan tujuan kebijakan.

Peran lembaga-lembaga sosial dan pihak-pihak lainnya sangat penting
dalam mendukung keberhasilan kebijakan, seperti memberikan bantuan
ekonomi, pelatihan keterampilan, memberikan layanan kesehatan, serta
membantu dalam proses pembinaan gelandangan dan pengemis. Dengan
demikian, keterlibatan instansi pemerintah, lembaga-lembaga sosial, dan pihak-
pihak lainnya dapat menciptakan kerja sama yang terkoordinasi dalam
mengatasi permasalahan gelandangan dan pengemis, serta meningkatkan

kualitas hidup mereka.

414 Adanya Unsur Pelaksana Yang Bertanggung Jawab Dalam

Melaksanakan Kebijakan

Dalam mengimplementasikan kebijakan pada dasarnya diperlukan unsur

pelaksana yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Wilda Siregar, S.T selaku
Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu pada hari Kamis, 20 Februari

2025. Beliau mengatakan bahwa:

“Unsur pelaksana kebijakan pembinaan gelandangan dan pengemis
tentunya sudah paham mengenai isi kebijakan serta sarana dan prasarananya,
karena Dinas Sosial sendiri mengharuskan pelaksana kebijakan memahami

benar kebijakan yang sudah ditetapkan dan memang sudah ditugaskan untuk
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mereka. Selain itu, sarana yang terdapat di Dinas Sosial pun sudah terpenuhi
dalam melakukan pembinaan, hanya saja prasarana di Dinas Sosial tidak
memadai seperti penyediaan rumah tinggal layak huni karena kurangnya
APBD yang diberikan kepada Dinas Sosial dalam melaksanakan program

pembinaan.”

Sementara itu, beliau mengatakan bahwa:

“Namun, dalam melaksanakan kebijakan, unsur pelaksana tidak
mendapatkan pelatihan karena kurangnya APBD, tetapi unsur pelaksana
diharuskan mempelajari dan memahami Standar Operasional Prosedur (SOP)
sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008.
Walaupun kebijakan yang dikeluarkan sudah lama sekali, tetapi Standar
Operasional Prosedur (SOP) yang dibuat masih berlaku sampai sekarang.
Dalam pengadaan sumber daya, Dinas Sosial telah memiliki sumber daya yang
memadai untuk mendukung pelaksanaan kebijakan, dapat dilihat dari

1

berjalannya pembinaan walaupun APBD untuk program pembinaan terbatas.’

Selain itu, narasumber berikutnya yaitu Ibu Sri Wardhani, S.E pada hari
Kamis, 20 Ferbruari 2025 menjelaskan bahwa, Dinas Sosial memastikan

bahwa:

“Pegawainya memiliki pemahaman yang baik tentang isi kebijakan
sehingga dapat melaksanakan pembinaan gelandangan dan pengemis secara
efektif, dengan begitu mereka tidak akan salah langkah dalam melaksanakan

pembinaan terhadap gelandangan dan pengemis. Namun, dalam melaksanakan
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kebijakan, unsur pelaksana tidak mendapatkan pelatihan yang maksimal
karena keterbatasan APBD, maka dari itu Dinas Sosial memberikan arahan
untuk memahami dan mempelajari Standar Operasional Prosedur (SOP)

berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Daerah.”

“Selanjutnya, Dinas Sosial telah menyediakan sumber daya dan sarana
yvang memadai, namun prasarananya tidak memadai karena keterbatasan
APBD dan kurangnya perencanaan, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan

pembinaan gelandangan dan pengemis dengan maksimal.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur pelaksana
sudah memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) dan isi kebijakan
berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008.
Namun, karena keterbatasan APBD membuat unsur pelaksana tidak mendapat
pelatihan yang maksimal terkait pelaksanaan pembinaan. Meskipun prasarana
di Dinas Sosial belum memadai, dengan adanya Standar Operasional Prosedur
(SOP) yang jelas, sumber daya dan sarana yang memadai, diharapkan pelaksana
kebijakan dapat memahami dan melaksanakan kebijakan pembinaan
gelandangan dan pengemis dengan efektif dan efisien, sehingga tujuan

pembinaan gelandangan dan pengemis dapat tercapai secara optimal.

4.1.5 Adanya Dukungan Dari Lingkungan Sekitar Dalam Memperkuat

Keberhasilan Kebijakan

Dalam mengimplementasi kebijakan pada dasarnya diperlukan dukungan

dari lingkungan sekitar dalam memperkuat keberhasilan kebijakan.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sri Wardhani, S.E selaku Analis
Rehabilitasi Masalah Sosial pada hari Kamis, 20 Februari 2025. Beliau

mengatakan bahwa:

“Selama melaksanakan kebijakan, masyarakat sekitar tidak pernah
memberikan saran dan masukan kepada Dinas Sosial terkait pembinaan
terhadap gelandangan dan pengemis. Bahkan, tidak ada laporan dari
pelaksana kebijakan tentang adanya kelompok komunitas yang dibentuk oleh
masyarakat untuk membantu pembinaan tersebut, hanya saja masyarakat
sekitar mau melapor ke Dinas Sosial jika mereka melihat gelandangan dan
pengemis yang berkeliaran dan bertempat di titik tertentu seperti jalan raya,
pasar tradisional dan modern, restoran, warkop, dll. Hal ini dikarenakan
masyarakat tidak dilibatkan dalam membantu program pembinaan karena

keterbatasan APBD.”

Selain itu, melalui pernyataan Ibu Wilda Siregar, S.T selaku Sekretaris
Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu pada hari Kamis, 20 Februari 2025.

Beliau mengatakan bahwa:

“Sebenarnya masyarakat harus dilibatkan dalam memberikan pembinaan
dan keterampilan kepada gelandangan dan pengemis. Namun, karena
keterbatasan APBD menyebabkan masyarakat tidak dapat dilibatkan secara
aktif dalam program pembinaan gelandangan dan pengemis. Saat ini, hanya
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Pihak Kelurahan dan

Pihak Kecamatan yang terlibat, namun peran mereka terbatas pada pelaporan



50

terkait gelandangan dan pengemis yang berkeliaran dan meresahkan

masyarakat, tanpa melakukan pembinaan.”

Selain itu, beliau mengatakan bahwa:

“Tidak terlibatnya masyarakat dalam memberikan pembinaan dan
keterampilan kepada gelandangan dan pembinaan menyebabkan masyarakat
tidak memiliki inisiatif lebih untuk membuat kelompok komunitas dan program
vang mendukung keberhasilan kebijakan. Akibatnya, selama pelaksanaan
kebijakan, masyarakat tidak memberikan saran dan masukan yang signifikan
kepada Dinas Sosial terkait pembinaan gelandangan dan pengemis. Meskipun
demikian, masyarakat sekitar masih berpartisipasi dalam melaporkan
keberadaan gelandangan dan pengemis kepada Dinas Sosial jika mereka
menemukannya di tempat-tempat umum, sehingga membantu Dinas Sosial

dalam memantau keberadaan gelandangan dan pengemis.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Siti Ramadani selaku

gelandangan pada hari Jum’at, 7 Maret 2025. Beliau mengatakan bahwa:

“Masyarakat sekitar pernah melaporkannya ke Dinas Sosial dan Satpol PP,

’

dengan laporan bahwa beliau menggangu ketertiban umum.’

Hal yang sama di alami oleh Ibu Siti Hawa selaku gelandangan pada hari

Jum’at, 7 Maret 2025. Beliau mengatakan bahwa:

“Masyarakat sekitar pernah melaporkannya kepada Dinas Sosial karena

beliau sudah lansia dan perlu untuk di rujuk ke panti jompo.”
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Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ucok selaku

pengemis pada hari Jum’at, 7 Maret 2025. Beliau mengatakan bahwa:

“Masyarakat sekitar tidak pernah melaporkannya ke Dinas Sosial dan
Satpol PP, maka dari itu dia masih menjalankan pekerjaannya sebagai

pengemis berbadan silver di lampu merah.”

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber, dapat disimpulkan
bahwa karena keterbatasan APBD membuat Dinas Sosial tidak dapat
melibatkan masyarakat, akibatnya masyarakat sekitar tidak memberikan saran
ataupun masukan kepada Dinas Sosial terkait program pembinaan gelandangan
dan pengemis di Kabupaten Labuhanbatu. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan
Daerah Nomor 32 Tahun 2008 yang mengatakan bahwa masyarakat memiliki
peran dalam membantu untuk memberikan saran dan masukan kepada Dinas

Sosial terkait pembinaan terhadap gelandangan dan pengemis.

Selain itu, kurangnya partisipasi masyarakat dalam membantu keberhasilan
kebijakan pembinaan gelandangan dan pengemis tidak berdampak signifikan
terhadap peningkatan kesadaran dan perubahan perilaku gelandangan dan
pengemis itu sendiri, sehingga diperlukannya upaya lebih lanjut untuk
meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program pembinaan.
Terkait hasil wawancara bersama gelandangan dan pengemis menunjukkan
bahwa sebagian besar masyarakat masih memiliki kesadaran dan kepedulian

dalam membantu pelaksanaan kebijakan, terbukti dengan masih adanya



52

masyarakat yang melaporkan keberadaan gelandangan dan pengemis di

Kabupaten Labuhanbatu untuk diberikan pembinaan.

4.2 Pembahasan
4.2.1 Adanya Tindakan Yang Dilakukan Oleh Perumus Kebijakan

Dalam Melaksanakan Kebijakan

Menurut Saraswati (2020, hal. 149-150) kebijakan publik memiliki tujuan
sebagai perangkat tindakan pemerintah yang dirancang untuk menghasilkan
hal-hal tertentu yang pada akhirnya akan memuaskan publik karena sesuai
dengan harapannya dikarenakan publik tersebut merupakan konstituen

pemerintah.

Menurut Hanifah (dalam Mamoto et al., 2018, hal. 4) implementasi adalah
suatu proses untuk melaksanakan kegiatan menjadi tindakan kebijakan dari
politik administrasi. Pengembangan suatu kebijakan dalam rangka

penyempurnaan suatu  program.

Menurut Edi Suharo (dalam Maunde et al., 2021, hal. 23) bahwa kebijakan
adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengaratrkan cara-
cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsistensi dalam mencapai

tujuan tertentu.

Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa tindakan-
tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam

mengimplementasikan kebijakan sudah berjalan, tetapi belum maksimal. Dapat
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dilihat dari adanya beberapa kendala yang ditemukan, seperti keterbatasan
APBD, kurangnya sosialisasi, pembinaan yang belum maksimal, program yang
diadakan secara terbatas, kurangnya evaluasi secara rutin bagi unsur pelaksana,
kurangnya pelatihan bagi unsur pelaksana terkait pelaksanaan pembinaan dan
masih adanya gelandangan dan pengemis yang kembali ke jalan setelah dibina.
Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ibu Wilda Siregar, S.T selaku Sekretaris
Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu, Ibu Sri Wardhani, S.E selaku Analis
Rehabilitasi Masalah Sosial pada hari Kamis 20 Februari 2025, Ibu Siti Hawa
selaku gelandangan, Ibu Siti Ramadani selaku gelandangan, dan Bapak Ucok

selaku pengemis pada hari Jum’at 7 Maret 2025.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu sudah berupaya menjalankan tugas
semaksimal mungkin dalam melaksanakan pembinaan gelandangan dan
pengemis, sehingga meningkatkan kesadaran mereka untuk tidak kembali ke
jalan dan mendorong kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam
mewujudkan daerah Kabupaten Labuhanbatu yang sejahtera, bersih, dan bebas

dari fenomena gelandangan dan pengemis.

Tindakan-tindakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu
dalam upaya menciptakan daerah yang rapi dan bersih melalui pembinaan,
penertiban, dan pengarahan dengan disediakannya program rehabilitasi dan
perujukan ke panti sosial sebagai tempat melakukan pembinaan dan pengarahan
bagi gelandangan dan pengemis yang telah dilaksanakan sesuai dengan regulasi

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu. Oleh karena itu, peran Pemerintah
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Kabupaten Labuhanbatu, keterlibatan gelandangan dan pengemis, serta
partisipasi masyarakat sangat penting dalam mencapai tujuan kebijakan

pembinaan gelandangan dan pengemis yang telah ditetapkan.

4.2.2 Adanya Peran Lembaga Sosial Ataupun Pihak-Pihak Lain Yang

Mempengaruhi Keberhasilan Kebijakan

Menurut Anderson (dalam Setiawan & Nurcahyanto, 2020, hal. 5) kebijakan
publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang
diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau kelompok aktor yang berhubungan

dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan.

Menurut Yohanis (2023, hal. 49-50) peran lembaga sosial adalah aktivitas
yang dilakukan berdasarkan status masing-masing yang dimiliki seorang
individu atau kelompok, dalam suatu sistem hubungan sosial yang terorganisir
atau teratur yang memperlihatkan adanya nilai-nilai, norma, peraturan, peran-
peran dan cara-cara berhubungan satu sama lain, yang di atur bersama guna
memenuhi kebutuhan manusia dalam suatu masyarakat tertentu, yang tujuannya

untuk bisa melakukan kontrol terhadap setiap anggota.

Menurut Freedman (dalam Pangaribuan & Munandar, 2021, hal. 62-62)
Stakeholder adalah kelompok dan individu yang dapat mempengaruhi atau
dipengaruhi oleh pencapaian tujuan dari sebuah program. Selain individu
yang dianggap sebagai stakeholder, kelompok maupun institusi yang memiliki
pengaruh terhadap usulan kebijakan atau hasil kebijakan baik itu berdampak

negatif maupun positif bagi sebagian pihak termasuk bagian dari stakeholder.
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Menurut Sari (dalam Alifisyiam et al., 2023, hal.2) timbulnya interaksi dan
kolaborasi antar stakeholders dapat membantu proses pengambilan keputusan
dalam rangka mewujudkan tujuan kebijakan serta mengatasi berbagai macam

permasalahan.

Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa adanya peran
lembaga sosial ataupun pihak-pihak lainnya dapat mempengaruhi keberhasilan
kebijakan. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ibu Wilda Siregar, S.T selaku
Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu dan Ibu Sri Wardhani, S.E

selaku Analis Rehabilitasi Masalah Sosial pada hari Kamis, 20 Februari 2025.

Keterlibatan lembaga-lembaga sosial dan pihak-pihak lainnya (stakeholder)
dalam pelaksanaan kebijakan memerlukan suatu sistem hubungan sosial yang
terorganisir, yang mencakup nilai-nilai, norma, peraturan, peran-peran, dan
cara-cara berinteraksi yang terstruktur. Hal ini bertujuan untuk memenuhi
kebutuhan manusia dalam masyarakat dan melakukan kontrol sosial terhadap
masyarakat. Dalam proses ini, kelompok dan institusi yang memiliki pengaruh
terhadap kebijakan, baik positif maupun negatif, merupakan bagian dari

stakeholder.

Dapat diketahui adanya peran lembaga sosial dan pihak-pihak lainnya
seperti panti sosial, instansi pemerintah, OPD dan masyarakat dapat
mempengaruhi keberhasilan kebijakan baik itu berdampak negatif maupun
positif sesuai peraturan yang telah ditetapkan dalam menjalankan kebijakan

pembinaan gelandangan dan pengemis sehingga dapat meningkatkan kerja
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sama antar lembaga sosial, instansi pemerintah, dan OPD terkait. Dengan
memberikan pembinaan, pengarahan, penertiban, serta pemberian layanan
pengasuhan, kesehatan, sandang dan pangan oleh panti sosial. Melalui
keterlibatan lembaga sosial, instansi pemerintah, dan OPD terkait, diharapkan
dapat tercipta program-program lainnya dalam membantu pembinaan

gelandangan dan pengemis.

Perlunya keterlibatan antara lembaga sosial, instansi pemerintah, dan OPD
terkait tersebut guna membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, pemberian
informasi kepada masyarakat, serta memberikan informasi terhadap
pelaksanaan kebijakan. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan daerah Kabupaten
Labuhanbatu yang sejahtera, bersih dan bebas dari fenomena gelandangan dan

pengemis.

4.2.3 Adanya Unsur Pelaksana Yang Bertanggung Jawab Dalam

Melaksanakan Kebijakan

Menurut Smith (dalam Wicaksana & Rachman, 2018, hal. 29) unsur-unsur
implementasi kebijakan harus memiliki unsur pelaksana yaitu pihak yang
menjalankan kebijakan baik perorangan atau organisasi. Istilah lainnya yaitu
implementing organizing adalah birokrasi pemerintahan yang mempunyai

tanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan publik.

Menurut Choiriyah (2018, hal. 23) implementasi merupakan suatu proses

yang dinamis dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau
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kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan

tujuan atau sasaran dari kebijakan itu sendiri.

Menurut Tachjan (dalam Ernawati, 2018, hal. 139) unsur-unsur
implementasi kebijakan yang mutlak harus ada ialah unsur pelaksana, adanya
program yang akan dilaksanakan, dan kelompok sasaran. Unsur pelaksana
merupakan organisasi maupun perseorangan yang bertanggung jawab dalam

pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan implementasi kebijakan.

Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa adanya unsur
pelaksana yang bertanggung jawab merupakan suatu hal yang penting,
dikarenakan suatu kebijakan yang baik mungkin akan mengalami kegagalan
jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para
pelaksana kebijakan. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ibu Wilda Siregar,
S.T selaku Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu dan Ibu Sri
Wardhani, S.E selaku Analis Rehabilitasi Masalah Sosial pada hari Kamis, 20

Februari 2025.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa unsur pelaksana dalam melaksanakan
kebijakan pembinaan sudah paham tentang isi kebijakan dan Standar
Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Dinas Sosial meskipun tidak
, hal ini dapat dipastikan karena Dinas Sosial mengharuskan pegawainya selaku
pelaksana kebijakan memahami benar isi kebijakan yang sudah ditetapkan dan
memang sudah ditugaskan untuk mereka dan mempelajari Standar Operasional

Prosedur (SOP) sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Daerah Nomor
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32 Tahun 2008, serta paham tentang sarana dan prasarana yang ada di Dinas
Sosial. Dapat diketahui adanya pelaksana yang bertanggung jawab dalam
pelaksanaan kebijakan pembinaan gelandangan dan pengemis, yaitu Dinas
Sosial, Polisi, Satpol PP, Kesbangpol, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, dimana pelaksana yang
bertanggung jawab tersebut melakukan pembinaan, penertiban, dan

memberikan pengarahan terhadap gelandangan dan pengemis.

Adanya unsur pelaksana yang bertanggung jawab memungkinkan pelaksana
kebijakan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kebijakan secara
efektif. Hal ini dapat dicapai melalui pemahaman yang baik tentang isi
kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam implementasi
kebijakan, serta ketersediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan SOP
pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, unsur pelaksana harus memiliki
kemampuan untuk mempertanggung jawabkan tugas dan kewajibannya dalam
pelaksanaan pembinaan gelandangan dan pengemis, sehingga dapat mencapai

tujuan dari peraturan yang dibuat.

4.2.4 Adanya Dukungan Dari Lingkungan Sekitar Dalam Memperkuat

Keberhasilan Kebijakan

Menurut Jan Merse (dalam Tahir, 2017, hal. 138) implementasi kebijakan
dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti: informasi, isi kebijakan, dukungan

masyarakat (fisik dan non fisik) dan pembagian potensi. Khusus dukungan
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masyarakat berkaitan erat dengan partisipasi masyarakat sebagai salah satu

stakeholder dalam proses pelaksana program.

Menurut Van Horn & Van Meter (dalam Kusnadi & Baihaqi, 2020, hal. 147)
guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan
eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan.
Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.
Dan lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan

kinerja implementasi kebijakan.

Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa adanya
dukungan dari lingkungan dalam memperkuat keberhasilan kebijakan
mencakup aspek sosial, ekonomi, dan budaya belum optimal. Hal ini sesuai
dengan pernyataan dari Ibu Wilda Siregar, S.T selaku Sekretaris Dinas Sosial
Kabupaten Labuhanbatu, Ibu Sri Wardhani, S.E selaku Analis Rehabilitasi
Masalah Sosial pada hari Kamis 20 Februari 2025, Ibu Siti Hawa selaku
gelandangan, Ibu Siti Ramadani selaku gelandangan, dan Bapak Ucok selaku

pengemis pada hari Jum’at 7 Maret 2025.

Dalam mengimplementasikan kebijakan pembinaan gelandangan dan
pengemis, tidak adanya dukungan dari masyarakat seperti memberikan saran
atau masukan, membentuk kelompok komunitas, memberikan program berupa
bantuan sosial, dan lain-lain, namun beberapa masyarakat masih mau melapor
terkait gelandangan dan pengemis yang masih berkeliaran di daerah Kabupaten

Labuhanbatu. Hal ini dapat terjadi karena Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu
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tidak dapat melibatkan masyarakat karena keterbatasan APBD sehingga
masyarakat tidak memiliki inisiatif lebih untuk membuat kelompok komunitas
dan program yang mendukung keberhasilan kebijakan serta memberikan saran

dan masukan yang signifikan terkait pembinaan gelandangan dan pengemis.

Perlunya dukungan dari lingkungan dalam memperkuat keberhasilan
kebijakan agar dapat mencapai tujuan dari peraturan. Dengan demikian,
partisipasi dari masyarakat merupakan hal penting, sebab tanpa peran serta yang
aktif dari masyarakat, suatu program kebijakan mustahil terlaksana dengan
baik. Peran masyarakat merupakan bentuk dukungan yang signifikan dari
lingkungan, mencakup aspek sosial, ekonomi, dan budaya, baik secara langsung

maupun tidak langsung dalam mendukung keberhasilan suatu kebijakan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 Tentang
Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Labuhanbatu
sudah berjalan tetapi belum optimal, dilihat dari upaya yang dilakukan, Dinas
Sosial dalam mewujudkan tujuan Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008,
yaitu dengan tetap menjalankan program pembinaan bagi gelandangan dan
pengemis. Meskipun terdapat beberapa kendala yang membatasi efektivitas
program, seperti terbatasnya APBD, kurangnya sosialisasi, pembinaan yang
belum optimal, serta belum optimalnya pelatihan bagi unsur pelaksana terkait
pelaksanaan pembinaan. Selain itu, masih adanya gelandangan dan pengemis

yang kembali ke jalan setelah dibina juga menjadi kendala yang harus diatasi.
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Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan
implementasi adalah dengan mengoptimalkan sosialisasi, pembinaan, dan
memberikan pelatihan terhadap unsur pelaksana secara efektif tentang
Peraturan Daerah Pembinaan Gelandangan dan Pegemis kepada pihak-pihak
terkait seperti, lembaga sosial, instasi pemerintah, dan Organisasi Perangkat
Daerah (OPD). Dengan mengoptimalkan sosialisasi, pembinaan, dan
memberikan pelatihan terhadap unsur pelaksana secara efektif mengenai
prosedur dan ketentuan-ketentuan yang terdapat di Peraturan Daerah Nomor 32
Tahun 2008, diharapkan semua pihak yang terlibat dapat mempertanggung
jawabkan serta memahami perannya dalam pelaksanaan implementasi

peraturan tersebut.

Selain itu, perlunya pemberian evaluasi secara rutin guna membantu
mengidentifikasi kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaan pembinaan
gelandangan dan pengemis untuk meningkatkan keberhasilan implementasi
kebijakan ini dan meningkatkan kinerja unsur pelaksana dalam pembinaan

gelandangan dan pengemis di Kabupaten Labuhanbatu.



BABYV

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya
dan melengkapinya dengan penyajian data dan pembahasan, maka peneliti
akan menyimpulkan pokok-pokok permasalahan yang dibahas. Beberapa

simpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 tentang
Pembinaan Gelandangan dan Pengemis sudah berjalan sesuai isi
kebijakan, dilihat dari upaya Dinas Sosial dalam mewujudkan tujuan
Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 dengan tetap melakukan razia
dan pembinaan serta memastikan bahwa kebijakan tersebut memenuhi
kebutuhan gelandangan dan pengemis. Selain itu, Dinas Sosial juga
memastikan bahwa gelandangan dan pengemis tetap mendapatkan
rehabilitasi, bantuan sosial, juaga perujukan ke panti sosial, seperti
panti asuhan bagi anak umur 19 tahun ke bawah dan panti jompo bagi
lansia.

2. Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pembinaan gelandangan
dan pengemis di Kabupaten Labuhanbatu, Dinas Sosial melibatkan
beberapa instansi pemerintah serta Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) terkait untuk mewujudkan tujuan tercapainya kebijakan

pembinaan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Labuhanbatu.
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3. Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu memiliki program yang
dilaksanakan dalam mengimplementasikan kebijakan pembinaan
gelandangan dan pengemis yaitu dengan dilakukannya pembinaan dan
pengarahan untuk gelandangan dan pengemis agar menerima
kebijakan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Dalam penerapan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun
2008 tentang Pembinaan Gelandangan dan Pengemis, Dinas Sosial
memastikan unsur pelaksana memahami isi kebijakan dan mempelajari
Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan Peraturan Daerah
Nomor 32 Tahun 2008 dan Undang-Undang. Hal ini bertujuan untuk
meningkatkan kinerja pegawai sebagai unsur pelaksana kebijakan dan
memastikan bahwa mereka mampu melaksanakan tugas dengan efektif
dan efisien.

5. Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pembinaan gelandangan
dan pengemis di Kabupaten Labuhanbatu, terdapat beberapa faktor-
faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Implementasi
Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008, antara lain: (a) keterbatasan
APBD, (b) pembinaan yang belum optimal, (c) program yang terbatas
(d) kurangnya kesadaran dari masyarakat sekitar untuk membantu
keberhasilan kebijakan, (c¢) kurangnya kesadaran bagi gelandangan
dan pengemis agar tidak kembali turun ke jalan setelah dibina, (d)

kurangnya sosialisasi, (¢) kurangnya evaluasi secara rutin bagi unsur



64

pelaksana (f) kurangnya pelatihan bagi unsur pelaksana terkait
pelaksanaan pembinaan.

5.2 Saran

Setelah melakukan pembahasan dan menarik simpulan, maka beberapa

saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwasanya diperlukannya sosialisasi dalam  penyampaian
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 tentang
Pembinaan Gelandangan dan Pengemis kepada masyarakat juga
gelandangan dan pengemis secara rutin agar mereka sadar dan mengerti
mengapa diperlukannya kebijakan tersebut.

2. Bahwasanya Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu sudah melaksanakan
pembinaan serta pengarahan dengan baik. Namun, untuk mendapatkan
hasil yang maksimal diperlukannya pelatihan keterampilan terhadap
gelandangan dan pengemis agar mereka sadar dan tidak kembali ke jalan
lagi.

3. Diharapkan Dinas Sosial dapat mengambil tindakan yang tegas dalam
menangani gelandangan dan pengemis yang kembali ke jalan.

4. Diharapkan pemerintah Kabupaten Labuhanbatu lebih perduli dengan
program pembinaan seperti memberikan fasilitas, rutin memberikan
APBD kepada Dinas Sosial agar dapat menyediakan program rumah
tinggal layak huni, pelatihan keterampilan, dan melibatkan masyarakat

lebih jauh untuk mendukung keberhasilan kebijakan.
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5. Bahwasanya dalam pelaksanaan pembinaan, diharapkan unsur
pelaksana kebijakan mendapat pelatihan untuk peningkatan kinerja
pegawai.

6. Diharapkan Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu memaksimalkan
pembinaan, pengarahan, pengawasan dan evaluasi dengan seluruh OPD
terkait program pembinaan gelandangan dan pengemis.

7. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dapat memperbaiki
Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 agar lebih efisien lagi terhadap
keadaan sekarang. Dengan demikian, pemberian sanksi, pemberian
fasilitas, dan pemberian pelatihan kepada unsur pelaksana terkait

pelaksanaan pembinaan dapat dijalankan dengan lebih maksimal.
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DRAFT WAWANCARA

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pembinaan

Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Labuhanbatu

Nama : Andini Putri Dinanti Siregar
NPM 2103100058
Program Studi : [lmu Administrasi Publik

1. Adanya tindakan yang dilakukan oleh perumus kebijakan dalam

pelaksanaan kebijakan.

a. Bagaimana cara Dinas Sosial melakukan sosialisasi Peraturan Daerah

Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Gelandangan dan Pengemis

Di Kabupaten Labuhanbatu?

. Apakah ada tindakan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam

memastikan bahwa kebijakan tersebut memenuhi kebutuhan
gelandangan dan pengemis?

Apakah ada program rehabilitasi, penyediaan rumah tinggal layak huni,
dan perujukan ke panti sosial untuk gelandangan dan pengemis pasca-
razia agar tidak kembali ke jalan?

Bagaimana cara Dinas Sosial memastikan kebijakan ini dapat
diimplementasikan secara efektif di lapangan serta memastikan langkah
yang diambil untuk keberlanjutan dan keberhasilan kebijakan ke

depannya?
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. Adanya peran lembaga sosial ataupun pihak-pihak lain yang

mempengaruhi keberhasilan kebijakan.

a.

Apakah ada kolaborasi antara Dinas Sosial dan stakeholder dalam
mengimplementasikan kebijakan? Dan bagaimana kolaborasi antar
pihak tersebut?

Apakah ada partisipasi dari lembaga sosial dalam pelaksanaan
kebijakan?

Apakah ada mitra lain dari lembaga sosial dalam pelaksanaan kebijakan
terkait implementasi pembinaan gelandangan dan pengemis?

Apakah ada program pendukung yang dilakukan oleh lembaga sosial

dalam membantu pelaksanaan kebijakan?

. Adanya unsur pelaksana yang bertanggung jawab dalam

melaksanakan kebijakan.

a.

Apakah pelaksana kebijakan di Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu
sudah paham tentang isi kebijakan tersebut?

Apakah pelaksana kebijakan mendapatkan pelatihan dan sumber daya
yang cukup untuk menjalankan kebijakan pembinaan gelandangan dan
pengemis?

Apakah pelaksana kebijakan memiliki dan memahami Standar
Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan kebijakan?

Apakah pelaksana kebijakan paham tentang sarana dan prasana dalam
pelaksanaan kebijakan? Dan apakah sarana maupun prasarana dalam

pelaksanaan kebijakan sudah memadai?
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4. Adanya dukungan dari lingkungan sekitar dalam memperkuat

keberhasilan kebijakan.

a.

Apakah ada saran dan masukan yang diterima oleh Dinas Sosial terkait
kebijakan yang sedang berjalan?

Apakah ada inisiatif dari masyarakat seperti membentuk kelompok
komunitas untuk mendukung keberhasilan kebijakan?

Apakah ada program yang dibuat oleh masyarakat dalam membantu
melakukan pembinaan kepada gelandangan dan pengemis?

Apakah masyarakat dilibatkan dalam memberikan pembinaan dan

keterampilan kepada gelandangan dan pengemis?
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Nomor : 2020/SK/1L3.AU/UMSU-03/F/2024

Dekan Fakultas 1lmu Sosial dan Illmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
berdasarkan  Surat  Keputusan Dekan  Fakultas Ilmu  Sosial dan  Ilmu  Politik  Nomor:
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Program Studi : 1lmu Administrasi Publik

Semester . VII (Tujuh) Tahun Akademik 2024/2025

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 32 TAHUN 2008
TENTANG PEMBINAAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI
KABUPATEN LABUHANBATU

Pembimbing : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP.
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MAP.
LABUHANBATU
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Nomor  : 331/KET/I1.3. AU/UMSU-03/F/2025 Medan, 05 Sya'ban 1446 H
Lampiman : -- 04 Februari 2025 M
Hal : Mohon Diberikan izin

Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth : Kepala Dinas Sosinl Kabupaten LabuhanBatu
di-
Tempal.

Bissmillahimhmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Terining salam scmoga Bapak/Ibu dalam keadaan schat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan
segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi), kami mohon kiranya
Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami di Dinas Sosial Kabupaten
LabuhanBatu atas nama :

Nama mahasiswa : ANDINI PUTRI DINANTI SIREGAR

NPM : 2103100058

Program Studi : llmu Administrasi Publik

Semester . VII (Tujuh) Tahun Akademik 2024/2025

Judul Tugas Akhir Mahasiswa : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 32

TAHUN 2008 TENTANG PEMBINAAN
GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KABUPATEN
LABUHANBATU

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penclitian diucapkan
terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu “alaikum wr. whb.

K s e e (PR ETR ORI
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PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS SOSIAL

Jalan Gelugur No.18A Rantauprapat, Sumatera Utara, 21414
Talepon - Fakalmlile -
LAMAN dinsos.labuhanbatukab.go.id

Rantauprapat, 2¥) Februari 2025
Nomaor A00/0 ‘d{ IDINSOS/N/2024

Sifat
Lamplhan
Poritnl Mohon Diberlkan 1zin
Panalitinn Mahasinwa
Kepada Yih

Universitas Muhammadiyah Sumatera Ulara
clq Fakultas llmu Soslal dan llmu Politik
dl-

Tempal

Menindaklanjuli  Surat  Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor
I3VKETANIL.3.AU/UMSU-03/F/2025 tanggal 04 Februari 2025 perihal Mohon diberikan
izin Penelitian Mahsiswa maka dengan ini Kepala Dinas Sosial menerangkan bahwa
Mahasiswa tersebult :

Nama : Andini Putri Dinanti Siregar

NPM 2103100058

Program Studi : llmu Administrasi Publik

Judul Tugas - Implementasi Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 Tentang
Pembinaan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten
Labuhanbatu

Adalah benar telah mengadakan Penelitian di Kantor Dinas Sosial Kabupaten
Labuhanbatu dengan Judul Penelitian “Implemntasi Peraturan Daerah Nomor 32

Tahun 2008 tentang Pembinaan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten
Labuhanbatu”

Demikianlah surat ini kami sampaikan atas perhatiannya diucapakan terima kasih.
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g 0| Ui
PENGUJI| PENGUJI I PENGUJ I
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¢ POTRIARANGy ZON00 15 50s, MSP MM SALEH,, MSP. TENTANG PENERAF /2! SART CITY DI KOTA MEDAN
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10 | ANDINI PUTRI DINANTI SIREGAP. | 2102100058 %;H%ﬁ AREN wﬁwéh_mamwa MSi ,,“zw&opww%@_x» TENTANG PEMSINAAN GELANDANGAN DAN PENGEMS DI
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1
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Assoc. Piof. Dr.
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LETTER OF ACCEPTANCE FOR PUBLICATION

Dear Ms. Andini Putri Dinanti Siregar

Thank you for submitting a paper for JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DAN KEBIJAKAN
(JAPK), accredited Google Scholar, e- 2807-6729. This journal is published by the public
administration of the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara. We are glad to inform you that your paper “Implementasi Peraturan Daerah
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Medan, March 22, 2025

Editor In Chief
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ERANGAN
Nomor: D0526/KET/11.3-AU/UMSU-P/M/2025

G A

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Perpustakaan
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : Andini Potri Dinanti Siregar
NPM : 2103100058
Fakultas : Ilmu Sosial dan [Imo Politik

Jurusan/ P.Studi : Ilmu Administrasi Publik

tclah menyelesaikan scgala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
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